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PEMERINTAH PROVINSI  GORONTALO
-

PEMTURAN DAEMH PROVINSI  GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2OO3

TENTANG

POKOK -  POKOK PENGELOLAAN BAMNG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :  a , bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentarng
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kekayaan Daerah
perlu mengatur mengenai Pengelolaan Barang Daerah;

bahwa dalam upaya terselenggaranya penyusunan Laporan
Pertanggung jawaban Keuangan yang tert ib azas dengan
mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2001 tentang pengelolaan Barang Daerah demi
tersusunnya Neraca Keuangan Daerah yang akuntaLrel,
transparan, efisien dan efektif  perlu disusun sistem cran
prosedur sefta Penatausahaan Barang Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:s;ud
dalam huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Daer.ah
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah.

Undang undang Nomor 448 Tahun 1925 tentang
Perbendaharaan Indonesia (Indische comptabil i t ies wet)
sebagaimana te lah diubah dengan Undang -  uno'ang
Nomor 9 Tahun 1968 Nomor 53,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860);
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Undang -  undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Pokok pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 20a3);

Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor  60 ,  Tambahan Lembaran Neoara  Nomnr  ?R?a l '

Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perlmbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3BaB);

Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);

Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang -  undang Nomor 1B Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemoaran
Negara Nomor a0a8);

7, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2OO0 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor
a060);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun rgTt tentang
Penjualan Kendaraan perorangan Dinas Mi l ik  Negara
(Lembaran Negara Tahun IgTt Nomor 59, Tambaharr
Lembaran Negara Nomor 1967);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun rgg4 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);



10. pera*ran pemerintah Nomol ZS Tahun 
^T' 

tentan9'

Kewenangun'ottt"ntah 
dan'Kewenangan 

Provrnsi Sebagat

Daerah o*tt* t"nrou'ut 
-:;; itn* 2000 Nomor 54'

rambahan ;t:;;t Neeara Nomor 3es2);

r r . perarura n pemerintan * o*t', jro,: 
t;I;t::: 

Jtffi :'T:ll

Perimbangan 
(Lembaran Nego'

rumOanan-Lembaran 
Negara Nomor 4021);

\Z,Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 105 Tahun 2000 tentan9

Penselo\aan dan Pertanse;lg lu*uu'"^:Tl:T':;];il

tUumUa'an' 
Negara Tahun 2000 Nomor '

Lembaran Negara Nomor 4022);

13' Peraturan Pemerintah 
Nomor 106 Tahun 2000 tentanq

Penee\o\aan dan "*;;lq 
ru*uu:: 

l:'::'::'J:::';
ou,u*"oraksanaan 

Dekonsentras\ 
dan 

:;;, ta,noanun

(Lembaran Nesara tt|.X* 
Nomor 203' rerrnbahat

Lembaran Negara Nomor 
'+vLJ tl

14' Keputusan 
Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tenl:ang Tata

Cara Peniua\an Status Rumah Negara;

ls Keputusan o"il'1,,::l;:"[.l:H"':Ti::'Jlii
Perubahan Atas Kepu*t1^^": 

ttatus Rumah Negeri;

tentang Perubahan Penetapan Status'

16' Keputusan 
Presiden Nomor \7 Tahun 2000 tentang

Pelaksanaan 
nnggu'un Pendapatan 

dan Be\ania Negara

(Lembaran --.il];I|{lt 
Nomor \4 rambahan

Lembaran Negara r\v"'v. - 

^_ an Tahun 2.003 tentang,

\7 
:..',::l:,]ilil.J'fi:.::.. 

Baranq/rasa lnstans

Pemer\ntah; -^^, ?q Tahun 2002

18' Peraturan Daerah Provinsi Goronta\o Nomor 39 Ta\

tentang oooo* - pokok pungt;ruun Keruangan Daerah'

(Lembaran Out'un Tahun 2002 Nomor 04 )i 
i



l g , P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i G o r o n t a l o N o m o r 5 0 T a h u n 2 0 0 2

t e n t a n g R e t r i b u s i P e m a k a i a n K e k a y a a n D a e r a h ' L e m b a r a n

Daerah Tahun 2002 Nomor 10) '

Dengan Persetujuan

DEWANPERWAKILANMITATDAEMHPROViNSIGORONTALO

MEMUTUS$N :

Menerapkan : 'ERATUMN DAEMH PRovINsI GOR.NTAL. TENTANG PoKtlK -

poror-prr'rcer-ouqnN BAMNG DAEMH'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo'

2, Pemerintah Daerah adatah Kepala Daerah tl:serta

perangkat daerah Otonom yang lain sebagai bada;r

eksekutif daerah Provinsi Gorontalo'

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo'

4 , D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u l

DPRDada lahBadanLeg is la t i fDaerahProv ins iGoronta to .

5 . s e k r e t a r i a t d a e r a h a d a l a h s e k r e t a r i a t D a e r a h P r o v i n s t

Gorontalo'

6 ' s e k r e t a r i s d a e r a h a d a l a h s e k r e t a r i s D a e r a h P r o v i n s i

Gorontalo'

7. Badan Pengawasan daerah adalah Badan Pengaurasan

Daerah Provinsi Gorontalo'

B. Biro Umum dan Perlengkapan adalah Biro Urnum dan

Per lengt<apanpadaSekretar iatDaerahProvinsiGorontato.



9. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat

daerah Provlnsi Gorontalo'

10, Unlt KerJa adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang

mempunyal pos anggaran tersendlrl  pada APBD'

11, PeJabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan

atau PeJabat Pemerintah Daerah yang beruvenang membina

dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah'

12, Otorisator Barang adalah Pejabat yang mempunyai

kewenangan untuk mengambil tindakan t1dn9

mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran

barang Daerah'

13, ordonatur Barang adalah peiabat yang ben'venang r:nttik

menguji,  mengendalikan dan bertanggung jawab rJaiam

pelaKsanaan Pengelolaan Barang Daeran'

L4. Bendahara Barang adalah Bendahara Umum Barang pada

Sekretariat Daerah'

15. Pengurus Barang adalah Pejabat yang diserahi tugas untuK

mengurus barang daerah yang berada diluar kewr:nangan

endahara Barang'

16. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daeran

baik yang dimil iki maupun yang dikuasai '  biaik yang

bergerak maupun yang t idak bergerak beseda

bagian bangiannya ataupun yang merupakan satuan

tertentu yang dapat dinilai' dihitung' diukur atau ditimbang

termasuk hewan dan tumbuh - tumbuhan ker:uali uang

dan surat -surat berharga lainnya'



\7, Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan d;tn

t indak'an terhadap barang daerah yang meiiptt t i

perencanaan/ penentuan kebutuhan/ pengaflQ!3retf l '

pengadaan, penyimpanan' penyaluran' inventarlsast '

pengendal ian, pemeliharaan' pengamanan/ pemanfaati ln '

perubahan status hukum serta penatausahaannya'

18. Perencanaan adalah kegiatan atau t indakan untuk

menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan kear1aan

yang sedang berialan sebagai dasar dalam melakukan

t indakan Yang akan datang'

19, Penentuan kebutuhan Barang Daerah adalah kegiatan atau

t i n d a k a n u n t u k m e r u m u s k a n r i n c i a n k e b u t u h a n n a d a
perencanaan sebagai pedoman datam melaksanaKan

pemil ikan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan

dalam Perkiraan anggaran'

20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

kebutuhan barang dan iasa'

2l '  Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan

pengurusan/ penyelenggaraan dan pengaturan f larang

persediaan di dalam gudang atau ruang penyintpanarr'

22, Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dart

gudang induk atau gudang ke Unit Satuan Kerja p€:rnakai '

Pemeliharaan adalah kegiatan atau t indakan yanE

dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam l ieadaan

baik dan siap untuk' digunakan secara eflsien dan e:fektif '

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk

melakukan pengurusan/ penyelenggaraan, pengaturan'

pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian'

Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau

tindakan hui<um dari Pemerintah Daer;lh yang

mengakibatkan terjadinya perubahan status pemil ikan atau

penguasaan atas barang Daeran' 6
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27 .

Penghapusan adalah kegiatan atau t indakan untuK

melepaskan pemi l ikan atau penghapusan barang daerah

dengan menghapus pencatatannya dar i  Daf tar  Inventarrs

Barang Daerah '

Tukar  Menukar  Barang adalah pengal i l ran pemi l ikan c lan

atau penguasaan barang t idak bergerak mi l ik  da ' : rah

kepada pihak lain dengan menerima pengganti3l  f l i l l3rr1

bentuk barang t idak bergerak dan menguntungkan daerah '

standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barrang

menurut jenis dan spesif lkasi serta kual i tasnya'

standarisasi Harga adalah patokan harga satuan bi lrang

sesuai jenis, spesi irkasi dan kual i tas barang dalam satu

periode tertentu'

30, Standarisasi Kebutuhan Barang daerah adalah pembaKuan

jenis, spesif ikasi dan kualitas barang daerah menurut :; trata

Pegawai dan organisasi '

Panit ia Pengadaan adatah panit ia pengadaan atau

pekeflaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan f(epala

Daerah / kepala unit kerja'

BAB II

wEwENANGf TUGAS DAN FUNGST

Pasal 2

Pengelotaan barang daerah dilaksanakan secara terpi:;ah dart

pengelolaan barang Pemerintah'

Pasal 3

(1) Kepala Daerah sebagai Otorisator dan Ordonatur Barang

Daerah ben'venang dan bertanggung jawab atas perrrbinaan

dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah'

28 ,
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(2) Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan

barang oaerah sesuai dengan fungsinya dibantu

a. Sekretaris Daerah;

b. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan;

c. Kepala Unit Keqa;

d, Bendahara Umum Barang;

e. Bendahara Barang;

f. Pengurus Barang'

pengelo l r lan

oleh :

(3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa Otorisator dan

Ordonator barang daerah' bertanggung jawab atas

terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

(4) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan karena jabatannya

sebagai pembantu Kuasa Barang (pKB) menjalankan I 'ungsi

Ordonator barang daerah dalam penyelenggaraan

pengelolaan barang daerah dan mengkoordinir

penyelenggaraan barang daerah pada unit - unit kerja'

(5) Kepala Unit Kerja karena jabatannya sebagai penyelettggara

Pembantu Kuasa Barang (PPKB)' berurenang dan

bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah di

l ingKungan unit kerja masing - masing'

(6) Bendahara umurn barang dan bendahara barang b:ttugas

m e n e r i m a , m e n y i m p a n d a n m e n g e l u a r k a n , b a r a n g d a e r a h

yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu

Kuasao rdona to rba rangdae raha taupe jaba t yangd i t un juk

orehnya dan membuat surat pertanggung jawaban kepada

kepala daerah'

(7) Pengurus barang bertugas mengurus barang daeran yang

berada diluar kewenangan bendahara barang'



Pasal  4

(1)  Kepala Biro Umum dan Per lengkapan mempunyai  fungsi :

a. mengkordinir kebutuhan barang dari unit kerja;

b .me rencanakans tanda r i sas i ha rgadans tanda r i sas ]

barang;

c ,mengko rd in i r i nven ta r i sas i danpemu tah i r anda tada r i

unit - unit keqa'

(2) Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kepala Biro Umum dan

Per |engKapanduduksebaga ianggo taPan i t i aPenyusunan

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah'

B A B  I I I

PERENCANAAN,PENENTUAN DAN

KEBUTU HAN PENYELENGGARAAN
Pasal  5

(1) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan menyusun :

a. daftar kebutuhan barang;

b. standarisasi barang;

c, standarisasi kebutuhan barang;

d. standarisasi harga'

(2)  Standar isasi  sebagaimana dimaksud pada avat  ( l  )

ditetaPkan oleh KePala Daerah'

( 3 ) P e r u m u s a n r e n c a n a k e b u t u h a n b a r a n g d a e r a h u n t u k s e | r a p

un i t yangd ib i aya ida r i be lan jamoda Id i pe rgunakans r : bag ; t

d a s a r d a n p e d o m a n d a l a m m e | a k u k a n s u a t u t i n d a k a n

dibidang kebutuhan baran9'

(4)  Dalam melaksanakan belanja barang daerah didasarkan

oada standarisasi '

(5)  Perencanaan kebutuhan barang daerah di tentukan dan

dianggarkan dalam anggaran belanja modal  yang diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah'



Pasal  6
Pengadaan

(1) Pela}<sanaan pengadaan barang daerah dan jasa urtr:uK

anggaran belanja modal di lakukan oleh panit ia pengaoaan'

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang

pengadaan barang dan pekerjaan unit untuk hal y; lng

bers i fa tkhususmela lu ipan i t iapengadaanun i t '

(3) Panit ia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat: (1)

dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses

pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada

kepala Daerah atau kepala Unit Kerja sesual de:rtgan

Peraturan Perundang -  undangan'

Pasal 7

(1) Kepala Unit kerja bertanggung jawab membuat daftar hasil

pengadaan barang dalam l ingkup wewenangnya dan wajib

melaporkan daftar tersebut kepada Kepala Daerah rnelalui

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan setiap tr iwulan'

( 2 ) K e p a l a B i r o U m u m d a n P e r l e n g k a p a n b e r t a n g g u n g j a v l a b

membuat daftar hasil  pengadaan barang daerah yang

merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun

a n g g a r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t ( 1 ) d a n

merupakan lampiran pada perhitungan APBD tanun

bersangkutan'

Pasal 8

( 1 ) P e n e r i m a a n b a r a n g y a n g b e r a s a l d a r i p i h a k k e t i g a b e r u p a

hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah

d i s e r a h k a n k e p a d a K e p a l a D a e r a h m e l a l u i K e p a l a B j r o

U m u m d a n P e r l e n g k a p a n d a n h a r u s d i t u a n g d a l a r n b e r j t a

acara serah terima dan tanda penerimaan yang

diPersamakan'

r0



(2)  Pener imaan barang rnerupakan kewa; iban p ihak ket iga

kepada Pemer in tah Daerah berdasarkan peqanj ian dan

pelaksanaan dar i  suatu per iz inan waj ib  d iserahkan kepada

Kepala Daerah mela lu i  Kepala Bi ro  Uml im dan

Per lengkapan d iser ta i  dokumen lengkap yang d i tuangkan

dalam beri ta acara serah ter ima.

(3 )  Kepa la  B i ro  Umum dan  Per lengkapan  me laksanakan

penagihan terhadap kewaj iban p ihak ket iga sebagaimana

d i m : k c r  r r l  n a d a  : v a f  / 7 )
v r r r r e r \ r v v  H v v e  v J e \  \ L / l

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasa l  9

f  1 \  Q p m r r :  h e c i l  n p n n a d a a n  h a r a n n  d a p r a h  v a n r ' r  d i f p r i m a
\ I , i  J U l l l u g  l l q J l l  P w l l v q v g v l l  v g l 9 l l Y  v u v l u r r  I w r r y  u r l v r  r r r r v

dicatat oleh bendahara barang, atau pejabat / pengawai

yang ditunjuk oleh kepala unit kerja,

(2) Bendahara barang atau pejabat yang ditunjuk melakukan

tugas-tugas bendahara barang berkewajiban untuk

melaksanakan administrasi  perbendaharaan barang daerah,

(3)  Kepala uni t  selaku atasan langsung bendahara barang

daerah bertanggung jawab atas terlaksananya teft ib

administrasi  barang sebagaimana dimaksud dalant

ayat (2).

(4) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1)  selanjutnya dis impan dalam gudang atau tempat

la in yang dis iapkan untuk i tu.

Pasal 10

Semua penerimaan barang daerah yang t idak bergerak di lakukan

oleh Kepala unit atau pejabat yang ditunjuk kemudian

melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Biro Umum dan

Per lengkapan.

1 l



Pasal  11

(1) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam

a y a t ( 1 ) p a s a l g d i l a k u k a n s e t e | a h d i p e r i k s a o l e h P a n i t i a
pemeriksa Barang Daerah ( ppBD ), penerimaan bar;ang

yang t idak bergerak sebagaimana dimaskud dalam Pasal 10

dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang ben'renang

dengan membuat berita acara pemeriksaan'

(2) Panit ia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Kepala Daerah sedangkan panit ia

pemer i ksaba rangun i t d i ben tukdengankepu tusankepa la

unit.

Pasal  L2

Pengeluaran oarang oleh bendahara barang dilaksanakan atas

dasa rsu ra tpe r i n tahpenge lua ranba rang (SPPB)da r iKepa laB i ro

Umum dan Perlengkapan atau kepala unit kerja sesual

kebutuhan.

B A B V

PEMELIHARAAN

Pasal

Kepala Biro Umum dan

13

Perlengkapan atau kepala unit kerla

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan

barang daerah.

Pasal L4

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana

d imaksudda lamPasa l13d i l akukano lehKepa laB i ro l t jmum

dan Perlengkapan atau kepala unit kerja

(2) Pelat<,sanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Daftai '

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah / Unit (DKPBD)'

12



Pasal  15

(1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar

hasi l  pemel iharaan barang dalam l ingkup wewenangnya c lan

wajib melaporkan daftar hasil  pemeliharaan barang terseilut

kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro Umum clan

Perlengkapan setiap tr iwulan.

(2)  Kepala Biro Umum dan Per lengkapan menel i t i  laporan c lan

menyusun daf tar  hasi l  pemel iharaan barang yang di lakuf ' :an

dalam 1 (satu)  Tahun anggaran sebagai  lampiran

Perhi tungan Anggaran Tahun yang bersangkutan,

B A B V I

INVENTARISASI

Pasal  16

(1) Biro Umum dan Per lengkapan sebagai  pusat  inventar is ;asi

barang daerah bertanggung jawab untuk menghimpun

hasi l  inventar isasi  barang dan menyimpan dokumen

kepemi l ikan.

(2)  Kepala Uni t  Ker la bertanggung jawab untuk

menginventarisir seluruh barang inventaris yang ; ida

di l ingkungan tanggung Jawabnya,

(3)  Daftar  rekapi tu lasi  inventar is  sebagaimana dimaf<: ;ud

dalam ayat  (1)  d isampaikan kepada Biro Umum dan

Perlengkapan setiap tr iwulan.

Pasal  17

(1)  Pemer in tah Daerah d iwaj ibkan melaksanakan sensus barang

daerah  seka l i  da lam 5  ( l ima)  tahun ,  un tuk  mendapa t (an

Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris be:;er-ta

r p k a n i l r  r l a c i  h a r : n n  d a p r a h
r  ! r \ 9 t / r r u r v J r  v e r  v r  r : ,  v s v r  v r  r l

(2)  Biro Umum dan Per lengkapan sebagai  pusat  inventar t : ,as i

barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus

barang.

13



(3) Pelaksanaan sensus Barang daerah berpedoman p ada

ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah'

Pasal  18

Keoala Bi ro  umum dan Per lengkapan ber tanggung jawab untuk

menyusun oan menghimpun seluruh Laporan Mutasi Barang

setiap tr iwulan dan daftar Mutasi Barang set iap tahun dari  sernua

Unit Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemil ikannya'

Pasal  19

( 1 ) S e t i a p h a s i l k e g i a t a n b a i k y a n g d i b i a y a i d a r i A P B D m a u p u n

d a n a l a i n n y a y a n g m e r u p a k a n n r i l i k d a e r a h h a r u s

diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro

U m u m d a n P e r | e n g k a p a n b e s e r t a d o k u m e n k e p e m i l i k a n

dengan Beri ta acara untuk kelengkapan inventarisasinya'

( ) \  Berdasarkan Ber i ta  Acara sebagaiman d imaksud dalam ayat
\ L )  

v v r  v v v e '  ' \ v

( 1 ) , K e p a l a B i r o U m u m d a n P e r l e n g k a p a n m e n e t z t l l k a n

pemanfaatannyaberdasarkanKeputusanKepalaDaeralr .

( 3 ) K e p a | a U n i t K e r j a b e r t a n g g u n g j a w a b s e p e n u h n y a a t a s

ketentuan aYat (2).

B A B V I I

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 20

(1) setiap barang daerah yang sudah rusak dan t idak dapat

d i p e r g u n a k a n I a g i , h i I a n g , m a t i , t i d a k e f l s i e n d a n t ] d a k

akan merugikan Negara bagi keperluan dinas atau menurut

peraturan perundang - undangan, dapat dihapus dari daftar

inventaris,

(2) Setiap PenghaPusan
sebagaimana dimaksud

dengan ketentuan sebagai

barang Pemerintah daerah

dalam ayat  (1) ,  d i laksanakan

berikut:

1.1



barang bergerak sepert i  Kendaraan Perorangan Dinas,

Kendaraan Operas ional  Dinas d i te tapkan denglan

KeDutusan Kepala Daerah setelah mempcrr: leh

persetujuan DPRD, sedangkan barang - bar;tn9

inventar is  la innya cukup dengan Keputusan Kepala

Daerah ;

barang-barang t idak bergerak d i te tapkan dcr tqa n

Keputusan Kepala Daerah se ie lah memper0 len

persetu juan DPRD;

h a n n r r n e n  d : n  G p d r r n n  v a n c  a k a n  d i h a n c t t n  k e r t l a i ;
u 0 l l y u l l a l l  u c l l l  \ J l , L l v l r Y  J e r r Y  e r \ e r  I  v r v v '  ' y v l

sesuai  peruntukan semula ( rehab to ta l )  yang s i fa [nya

mendesak atau membahayakan penghapusannya

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3)  Barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dlmaksud

dalam dalam ayat  (1)  dan ayat  (2) ,  d lselesaikan melalu i  :

a.  penjua lan /  pe le langan;

b. ruislag /  tukar-menukar;

c .  sumbangan/h ibah kepada p ihak la in ;

d, pemusnahan.

(4)  Hasi l  pe le langan atau penjua lan harus d isetor  sepenuhnya

keoada Kas Daerah,

(5) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimak.sud

dalam ayat  (1)  d i laksanakan melalu i  Pani t ia Penghapusan

Barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kr:pala

Daerah,

Pasal  21

Penjualan Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dapat di jual terdir i  dari  kendaraan

perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas'

:

n
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Pasal  22

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat

Pemerintah daerah yang berumur 5 (l irna) tal 'run atau lebih

dapat di jua | 1 (satu) buah kepada peja bat ya ng

bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir  sesuai

ketentuan perundang-undangan.

(2)  Kesempatan untuk membel i  kendaraan sebagainrana

dimaksud dalam ayat  (1)  hanya 1 (satu)  ka l i  kec;a l1

tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3)  Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaim; lna

dimaksud dalam ayat  (1)  t idak boleh mengganggu
^ ^ r ^ r , ^ ^ - ^ ^ -  h  r n : c  r l i n : c  d e o r : h
P t r l O l \ ) O I  l O O l  I  L u y c l J  L r r  r q J  u q E r  q l  L

Pasal  23

(1) Kendaraan operasional  d inas yang berumur 5 ( l ima) ta i run

atau lebih yang karena rusak, t idak eflsien lagi bagi

keper luan dinas dapat d i jual  kepada pegawai neger i  yang

telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (l irrra)

tahun.

(2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang lebih serrlor

mendapat pr ior i tas untuk membel i  kedaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat  (1) .

Pasal 24

(1) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional

dinas yang digunakan anggota DPRD dapat d i jual  kepada
yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti minlnral 5

( l ima) tahun dan umur kendaraan 5 ( l ima) tahun.

(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagainrana
d i m a k q r  r d  n a d e  a r t e t  f  1 \  l : n r r r  1  / c r { - r  r \  l z : l i  l z a a r  r r l iv r r r  r ( f  ̂J L f  U  P e u o  o y a L  \ 1 /  l l O l l y O  J .  [ 5 O t U /  N O l l  l . \ t r L U d l l

tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun,
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Pasal  25

(1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 22
dan kendaraan operasional  d inas sebagaimana dimaksud
pasal 23 dan pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan DpRD,

(2) Hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Penghapusan dan inventarisasi ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atau
sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi,

Pasal 26

(1) selama harga penjualan kendaraan dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasar 21,  pasar 22,  pasar 23 dan pasar 24
belum di lunasi ,  kendaraan tersebut masih mi l ik  pemerintah
Daerah,  t idak boreh dip indah tangankan dan serama i tu
harus dipergunakan untuk kepent ingan dinas,  sedangkan
biaya perbaikan atau pemeriharaan ditanggung oreh
pembel i ,

(2) Bagi mereka yang t idak dapat memenuhi kewa.;ibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ,  sesuai  dengan waktu
yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk memberi
l<endaraan dimaksud, selanjutnya kendaraan tersebut tetao
mi l ik  pemerintah Daerah.

Pasal  27
penjualan Rumah Daerah

Kepala Daerah menetapkan penggunaan rumah-rumah mir ik
daerah dengan memperhat ikan peraturan perundang-undangan
tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai
oengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal  28

(1) Rumah daerah golongan I I I  yang te lah berumur 10
( s e n f  f  l f  f  h )  f a h f  t n  a f a r r  l p h i h  d a n . I  r l i i , , r l  r { - r , ,  : l i ^ 6 1 1 r r  h n t i t , r n\ J v H u r u r  r /  r q r r v r  I  q l u u  r u u r  I  u q p o L  u u u d r  d L d u  u r s g w d  u e l l K a n

kenada nenayy3 j .r \ v H v v v  H v Y e

(2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah

Nomor 40 Tahun t994, sudah mempunyai masa kerja 10
(sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membel i  atau
memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah

Daerah atau Pemerintah pusat.

(3)  Pegawai yang dapat membel i  rumah adalah penghuni
Pemegang surat Izin penghunian (sIUp) yang dikeluarkan
oleh Kepala Daerah,

(4) Rumah tersebut t idak sedang dalam sengketa.

(5) Rumah daerah yang dibangun diatas tanah yang t idak
dikuasai oleh Pemerintah daerah, maka untuk perolehan
Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri  sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Harga rumah daerah Golongan II beserta tanahnya
ditetapkan oleh Kepara Daerah berdasarkan harga taksiran
dan peni la ian yang di lakukan oleh pani t ia yang dibentuk
dengan Keputusan Kepala Daeran,

(2) Pelaksanaan penjualan atau sewa beli Rtrrn3l-1 Daerah
Golongan III ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan DpRD.

Pasal 30

(1) Hasi l  penjualan rumah daerah golongan I I I  mi t ik  daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) disetorkan
sepenuhnya ke Kas daerah,
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(2) Pelepasan Hak atas tanah dan penghapusan dari  Daftar
Inventarls di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
sete lah harga penJualan /  sewa bel i  a tas tanah dan atau
bangunannya d i lunas i ,

Pasa l  31

Pelepasan hak atas tanah

dan  bangunan

(1)  set iap t indakan hukum yang bertu juan untuk atau
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang
dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sert i f ikatnya
maupun belum, dapat d iproses dengan pert imbangan
menguntungkan pemerintah daerah bersangkutan dengan
cara :

a.  pelepasan dengan pembayaran gant i  rugi  (d i jual) ,
b. pelepasan dengan tukar menukar / ruisrag / tukar

gul ing.

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagimana dimaksud ayat (1),
pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan DpRD.

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan
pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek
pajak dan atau harga umum setempat.

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan
oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai /  harga taksiran yang
dilakukan oleh panit ia penaksir yang dibentuk denqan
keputusan Kepala Daerah.

(5) Ketentuan dalam pasal ini t idak berlaku bagi pelepasan
hak atas tanah yang terah ada bangunan rumah
Golongan III diatasnya,
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B A B V I I I

PEMANFMTAN

Pasal  32

(1) Untuk kepentingan penyerenggaraan pemerintah di daerah,
barang daerah baik bergerak maupun t idak bergerak dapat
dipinjam pakaikan.

(2) Pelaksanaan pinjam pakai

diatur dengan Keputusan
disampaikan kepada DPRD,

sebagaimana dimaksud ayat  (1)
Kepala Daerah dan tembusan

Pasal 33
Penyewaan

(1) Barang mirik atau dikuasai pemerintah daerah, baik barang
bergerak maupun t idak bergerak dapat disewakan kepada
pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah,

(2) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepara Daerah dan temousannya
kepada DPRD.

Pasal 34
pengguna Usahaan

(1) Barang daerah yang diguna usahakan daram bentuk kerja
sama dengan pihak ketiga diatur oleh Kepala Daerah.

(2)  Barang daerah sebagaimana dimaksud daram ayat  (1)
dibuat daftar inventaris tersendiri .

Pasal 35
Swadana

(1) Barang daerah baik bergerak maupun t idak bergerak dapat
dikelola secara swadana.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
oleh Kepala Daerah.
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BAB IX

PENGAMANAN

Pasal  36

(1)  Pengamanan barang daerah dapat  d i lakukan secara f ls jk ,

admin is t ra t i f  dan t indakan hukum,

(2)  Pengamanan administrat i f  d i lakukan dengan melengkapi
seft i f ikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemil ikan,

(3)  Pengamanan f is ik  d i lakukan dengan pemagaran dan
pemasangan tanda kepemi l ikan barang,

(4)  Pengamanan t indakan hukum di lakukan dengan upaya
hukum,

(5)  Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah,

Pasal 37

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X

PEM BINMN, PENGEN DALIAN
DAN PENGAWASAN

Pasal  38

(1) Pembinaan terhadap ter t ib peraksanaan pengelolaan barang
daerah di lakukan sesuai  dengan peraturan perundano-
undangan.

(2)  Pengendal ian terhadap ter t ib pelaksanaan pengelolaan
barang daerah di lakukan oleh Kepala Daerah dalam hal  in i
d i lakukan oleh Kepala Biro umum dan per lengkapan, kepara
unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan

oleh Kepala Daerah.

(4)  Pengawasan fungsional  d i lakukan oleh aparat  pengawas
c '  ' - ^ ^ i ^ - ^ l  - c q r  r a i  d p n n a n  k p f o n f r  r a n  n o r l f r  r 1 2 n  n t r n  r n d : n n -l u l  l g ) l u l  l o l  ) L - - - ,  ,  p E r  u r  t \ . ] c l  l y -

undangan.

BAB XI

PEMBIAYMN

Pasal 39

(1) Dalam pelaksanaan ter t ib pengelolaan barang daerah,  per lu

penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD,

(2)  Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan

pendapatan dan pener imaan daerah dapat d iber ikan biaya

operasional, monitoring evaluasi dan insentif kepada aparat
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah.

(3) Bendahara barang, pengurus barang dan kepala gudang

dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dapat diberikan tunjangan

insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

BAB XII

TU NTUTAN PERBEN DAHAR.AAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 40

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan
perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau melala ikan kewaj iban sebagaimana
mest inya,  d iselesaikan melalu i  tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan gant i  rugi  uang atau barang daerah sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa l  41

Dengan ber lakunya peraturan Daerah in i  maka segara
hukum yang ber tentangan atau t idak sesuai  dengan
Daerah in i  d inyatakan t idak ber laku lacr ,

keten tua  n

Peratura n

Pasal  42

Hal  -  ha l  yang berum cukup d ia tur  daram peraturan Daerah in i ,
sepanjang mengenai  pe laksanaannya akan d ia tur  leb ih  lan iu t
oleh Kepala Daerah,

Pasal 43

Peraturan Daerah in i  mulai  berraku pada tanggal  d iundanqkan.

Agar setiap
pengundangan peraturan

Lembaran Daerah provinsi

orang mengetahuinya,  memerintahkan
Daerah ini dengan penempatannya dalam

Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal  17 lese . i :ep693

GUBERNUR GORONTALO,

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 17 -"r se rbe r 2gg3

SEKRETABTS DAERAH pRovrNsr GoRONTALO

MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAEMH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2OO3 NOMOR 2 SERI " E \ \

FADEL MUHAMMAD
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I .

PEN]ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1i r  TAHUN 2OO3

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH

UMUM

Pelaksana otonomi Daerah menurut Undang-undang Ncmor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konseruensi
bertambanya kineq'a pemda yang dil ihat dari pelimpahan urusan (wewenang)
yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat kemudian dialihkan kepada
Daerah. Perubahan Kewenangan dimaksud daram har pengeroraan Aset
Negara yang semula dikelola oleh Pemerintah pusat maka dengan otonomi
daerah Pemerintah Daerah mendapat pelimpahan kewenangan yang lebih
besar untuk melaksanakan pengelolaan asset dimaksud,

Terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk melakukan
manajemen asset Negara yang secara spesif ik adalah manajemen asset
Daerah, dirasakan perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan
managemen asset daerah secara profesional, trasparan, akuntabel, efisien
dan efektif  murai dari perencanaan/ pengeroraan / pemanfaatan sefta
pengawasan,

sebagai implementasi ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) peraruran
Pemerintah Nornor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan
Petanggungjawaban Keuangan Daerah maka pokok-pokok pengeroraan
Barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan pemerintah,

Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan pengeroraan asset /
barang daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna demi menunjano
kinerja pemerintah daerah sefta peningkatan pendapatan daerah,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 43 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH PROVINSI GORONTALO NOMOR ..:

I I ,

1 t
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